
GUBEuUR IUSA TEHGG― HIUR

PERATURAN DAERAH PROVIISI NUSA TDNGG― TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINMN JASA KONSTRUKSI

DENGJ RAHMAT TU― YANG MAHA DSA
GUBDRNUR NUSA TEWGG― TIMUR,

Meaimbaag : a.

C.

b_

bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

berfungsi memberikan ara.l. pertumbuhan dan

perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan

struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing dan

profesional dalam mendukung pertumbuhan dan

perkembangan berbagai bidang baik ekonomi, sosial,

budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan politik untuk

mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

harrs sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Nusa

Tenggara Timur yaitu terwujudnya masyarakat Nusa

Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan

demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

bahwa peraturan perundangan-undangan dibidang

Jasa Konstruksi belum mengakomodir kebutuhan dan

kekhasan Daerah sehingga perlu diatur dengan

Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang
t

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; I

d.



y6ngtnggt : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

t6491;

Undang-Undang Nomor f8 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20OO

tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O00

Nomor 65, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ZO3Q; L

2.

3

4.

5.

6.
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Dengan Persetttuan Bersam

DttAN PDRWSILAN RAKYAT DAE― PROVINSE
NUSA TENGG― TIMUR

dan

Menetapkan

GUBDuUR NUSA TENGGARA TIMUR

IEEUTUS― :

: PERAT― DAERAH TENTANC PE― LENGG― N
PEMBIN― JASA KOWSTRUSI.

BA'B I
ITBTEI|TUAN I'UUU

Bagian Kesatu
Peagertiaa

Pesat 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

4. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan

Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

dan Layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi'

5. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa

bangunan/ konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat

kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sa'rana

kegiatan lainnya.

6. Kegiatan Konstmksi adalah pengkajian, perencanaalr, perancangan,

pembangunan, pengoperasian/pemanfaatan, pemeliharaan, pengubahan/

penambahan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali

bangunan.

7. pembinaan jasa konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan

dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia,

pengguna dan masyarakat jasa konstruksi.

g. Usaha konstruksi adalah kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan

produk konstruksi atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan

konstruksi.
g. Pelaku usaha konstruksi adalah or€rng perseorangal atau badan usaha

yang melakukan kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk

atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi'

10. Praktik profesi keteknikan adalah kegiatan individu menyediakan jasa

profesional keteknikan untuk melaksanakan konstruksi' /



12.

13.

14.

15

Produk konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan hasil

penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan atau bentuk lainnya.

Balgunan adalah produk konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat

pembuatan dan bersifat tetap pada kedudukannya.

Pengguna Jasa adalah or€rng perseorangan atau badan sebagai pemberi

tugas atau pemilik peke{ aan / proyek yang memerlukan layanan jasa

konstmksi

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Klasifikasi adalah bagral kegiatan registrasi untuk menetapkan

penggolongan usaha bidang jasa konstruksi menurut bidang dan

subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilal dan

keahlian or€rng perseorangan bidang jasa konstruksi menurut disiplin

keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsian dan/atau

keahlian masing-masing.

Kualifrkasi adalah bagian pekedaan dari kegiatan registrasi untuk
menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut
tingkat dan kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.

Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) adafah unit yang terdiri

dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertilikasi keahlian pengadaan

barang/jasa.

l.ayanan pengadaan secara elektronik (LPSE) adalah lembaga

nonstruktural yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara

elektronik.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga yang

didirikan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.

Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Unit
Teknis adalah unit struktural dalam Dinas urusan pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Tim Pembina Jasa Konstruksi selanjutnya disebut TPJK adalah tim yang

dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan

iasa konstruksi. /.P
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Bagian Kedua
Asas dan TuJuan

Pasal 2
(1) Asas Penyelengga.raan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi :

a. kemanfaatan;

b. keamanan dan ke selamatan;

c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

d. kemitraan;

e. kearifan lokal;

f. kelestarianlingkungan;

g. kejujuran dan keadilan;

h. kemandirian; dan

i. keterbukaan.

(2) T\uan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah :

a. memberikan arah dan pertumbuhan jasa konstruksi untuk
mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing

tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; dan

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang

menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia

jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpenuhi melalui :

a. ketepatan pelaku;

b. kesesuaiankebijakan;

c. ketepatanteknologi;

d. ketepatanmanajemen;

e. ketepatan waktu;

f. kelayakan ekonomi;

g. kesesuaian ruang; dan

h. jaminan mutu.

Bagiaa Kettge
Ruang Lingkup

Pagat 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. peningkatankemampuanteknologi;

c. pengembangan Sistem Informasi;

d. penelitian dan pengembangm; l-



e. pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi; dan

f. peran serta masyarakat jasa konstruksi.

BAB II
XELEMBAGAAN PEUBINA JASA XOI{STRUKSI DA.ERAH

Baglan Keaatu
Lembaga Pemerlatah

Pasal 4

(1) Gubemur membentuk Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi yang

membidangi pembinaan jasa konstruksi di dalam Dinas yang

membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralgrat.

(21 Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh unit Teknis Pembina Jasa

Konstruksi dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan LPJK

Provinsi atau sebutan lain serta asosiasi profesi yang membidangi jasa

konstruksi.

(3) Gubernur membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang membantu

pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi'

(4) Pemerintah melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi melalui tim yang

dibentuk yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat jasa

konstruksi.
Bagian Kedua

Lenbaga MasYarakat

Pasal 5

(1) Gubernur mengukuhkan Pengurus LPJK Provinsi'

(21 LpJK Provinsi melaksanakan tugas pengembalgan jasa konstruksi dan

tugas-tugas lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku'

(3)LPJKProvinsibertanggungjawabkepadaGubernur,PemerintahPusat
dan LPJK Nasional.

BAB III
PENGEMBAITGAN SUUBER DAYA UAITUSIA

Bagian Keaatu
Umum

Pa,sel 6

(1) pengembangan sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi dilakukan bagi

Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi'

(2) Penyedia jasa yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tenaga teramPil;

b. tenaga afrfi; f,



c. penanggungawab badan usaha; da.rl

d. penanggung jawab teknik badan usaha tambahan.

(3) Pengguna jasa sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah KabuPaten/Kota;

c. Pemerintah Desa;

d. Badaa Usaha Milik Daerah, dan

e. Masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagtan Kedua
Bentuk Pembiaaan

Pasal 7

(1) pemerintah Daerah berkewajiban melakukan peningkatan sumber Daya

Manusia Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku melalui kegiatan :

a. Pelatihan;

b. Bimbingan Teknis;

c. Sosialisasi, Diseminasi; dan

d. Seminar/ Lokakarya/ Focus Group Discussion (FGD)/Sarasehan'

(21 Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah

Pusat, LPJK, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan lembaga terkait

jasa konstruksi lainnYa.

BAB IV
PEMI|GKATAI{ XETAtrPUAIT TErI|OLOGI

Pasal a

peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b, dilaksanakan bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi.

Pasal 9

(1) Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b, melalui kegiatan Pengenalan teknologi terapan dibidang Jasa

Konstruksi.

l2l Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b, dilaksanakan dengan bekerjasama dengan kmbaga Penelitian

di bidang Jasa Konstruksi.

(3) Pengguna jasa konstruksi berkewajiban menggunakan teknologi terbaru

dalam pekerjaan konstruksi.

(4) Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikenakan sanksi administratif. f,



(5) SankSi adnlinistratif sebagalmana dimaksud pada ayat(4)berupa:

a.peHngatan tertulis;dan

b. pemberhentian d“ jabatan sebagal Pe」 abat Pcmbuat Komitmen.

(6) SankSi administratif berupa peringatan tcrtulis sebagaimana dimaksud

pada ayat(5)huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tigal kali dengan

tenggang waktu masing― masing selalna 10(sepuluh)hari kalender.

(7) Dalaln hal pe五ngatan tcrtuis sebag― ana dimaksud pada ayat(6)ddak

dilaksanakan dikenakan sanksi pemberhentian d讀  jabatan sebagal

PCiabat Pembuat KonuLnen.

Pasa1 10

(1) Peme五ntah Daerah berkcwa」iban membeHkan penghargaan kepada

setiap orang yang mencmukan teknologl terbaru dibidang 」asa

Konsuuksl.

(2)Ketentuan lebih laniut mengend tata cara pembe五 an penghargaan

sebaga■rnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Gubemur.

BAB V
PEWYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Pasa1 11

(1)Peme五ntah Dacrah bcrkewaJiban melaksanakan Penyelenggaraan Sistcm

lnfo..■.asi Pembina」asa Kbnstruksi.

(2)Info・・1・asi jasa konsmksi sebaga■ mana dimaksud pada ayat(1)paling

sedikit terdiH atas:

a.  info....aSl pekeriaan kOnstuksl yang dibiayal dan APBN, APBD

RЮ宙nsi dan APBD Kabupaten/Kota;

b.  infol..laSi data perusahaan yang masuk daftar hitam;

c.  daftar badan usaha yang sedang mclaksanakan pekcttaan

konsmksi;

d.  profll pembinajasa konstruksi;

e.  nilai potensi pasarjasa konstruksi;dan

i  beHta penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.

(3) PenyClenggaraan Sistem lnfol...aSi Sebagalmana dilnaksud Pada ayat(1),

dilakukan olch unit Sistem lnfo■ ■■.asi」asa konsttuksi.

(4) Unit SiStem lnfo.1..asi」 asa Konsttuksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dilengkapi dengan sarana mmimal berupa website dibidang jasa

kOnsmkЫ dan admh尉sttm hbrllnad PemЫ na」asa Konsmk“.1



(5) Pembentukkan Unit Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubemur.

(6) Unit Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), berkedudukan di Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi.

BAB VI

PENELITIAIT DAN PEITGEUBAISGAIT

Pasal 12

(U Penelitian dal pengembangan konstmksi sebagaimana rlimeksud dalam

Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(21 Dalatn pelaksanaan penelitian dan pengembangan konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat

bekerjasama dengan Perguman Tinggi, LPJK dan Lembaga Penelitial

dan Pengembangan lainnya di bidang konstruksi.

(3) Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban

membangun Laboratorium.

BAB VU
PEUBERDAYAAfl UASYARAXAT JASA XONSTRUKSTI

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat

jasa konstruksi di Daerah.

(21 Kegiatan pemberdayaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memfasilitasi kemudahan alses kepada Lembaga Keuangan untuk
memperoleh modal usaha khususnya kepada badan usaha

kualifikasi kecil;

b. pelaksanaan peke{aan konstruksi yang non strategis kepada badan

usaha kualifikasi kecil lokal dan koperasi diusahakan semaksimal

mungkin menjadi prioritas;

c. pekerjaan konstruksi skala menengah oleh badan usaha non lokal

berkewajiban melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan badan

usaha lokal dan komitmen tersebut sudah ada sejak proses

pengadaan barang dan jasa; dan

d. pemberdayaan tenaga terampil lokal dalam pekerjaan konstruksi

badan usaha berkewajiban memalsimalkan penggunaan sumber

daya lokal tenaga terampil minimal 3oolo, teknologi, material dan

peralatan. f,



(3) Pemberian fasilitasi kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dilakukan oleh BUMD di bidang jaminan lrredit.

(4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan

tugas LPJK dalam kerangka kemitraan penyelenggaraan pembinaan jasa

konstruksi.

(5) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha untuk wajib

menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja

konstruksi.

BA.B VIII
PERAN SERTATASYARAXAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan

pembinaan jasa konstruksi di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. pengawasan sosial;

b. mendukung kegiatan pelaksanaan konstruksi;

c. pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan

d. memelihara hasil pekerjaan konstnrksi.

(3) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan

dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasi melalui forum jasa

konstruksi.

(4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari

unsur-unsur:

a. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;

b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;

c. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi;

d. Masyaralat intelektual;

e. Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan

dibidang jasa konstruksi dan/ atau mewakili konsumen jasa

konstruksi;

f. Instansi Pemerintah; dan

g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dtetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

(6) Masyarakat melakasanakan pengawasan pelaksanaan Pembinaan Jasa

Konstruksi melalui lembaga independen yang beranggotakan perwakilan

dari masyarakat jasa konstruksi yang ditetapkan dengan Keputusan
,

Gubernur. f-



BA'B IX
XEIEI{TUAN PERALIHA.IT

Pasal 15

Penggunaan teknologi terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3),

wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1

(satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETEITTUAIT PEIYUTT'P

Pasd 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam [rmbaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Diundangkan di Kupang
pada tangga1 21 Desember 2016

SEKRETARIs DAERAH PROⅥ NSI
NUSAl考

だEttlTTIMUR, ‖

FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROⅥ NSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 015

NOREG PERATURAN DAERAH PROⅥNSI NUSA TENGGARA ■MUR :
(16/343/2016)
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PEITJELIISAIT
ATAS

PERATI'RAIT DATRAE PR,OVII|SI ITUSA TEITE{ilRA TIUI'R
NOMOR 15 TAIII'I{ 2016

TEI|T/ING

PEITTELEITGGARAAI{ PEMBIITAAN JASA KOITSTRT'KSI

uut u
Konstruksi menjadi salah satu sektor perekonomian suatu bangsa.

Penyelenggaraan konstruksi merupakan aktivitas penyediaan dan

pengelolaan aset bangunan (hfe cgde built asset deuelopment) seperti

gedung, jalan, jalan rel, jembatan, pelabuhan, terminal angkutan darat,

bandar udara, irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai,

stasiun kereta api, instalasi mekanikal dan elektrikal, bendung,

bendungan dan pabrik, serta bangunan khusus lainnya baik oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Masyarakat dan atau

kerjasama kemitraan antar mereka yang dimulai dari aktilitas pengkajian,

perencaraan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan,

pengubahan baik penambahan maupun pengurangan atau renovasi,

rehabilitasi dan kemudian pembongkaran serta pembuatan kembali.

Keseluruhan aktifitas penyelenggaraan konstruksi harus dilakukan

oleh penyelenggara dan mereka yang terlibat secara profesional melalui

proses yang memenuhi kaidah-kaidah keteknikan dan tatakelola serta

tatalaksana yang baik (good anstruction gouernance) sehingga hasil

akhirnya memberi nilai tambah {added ualuel bagi kesejahteraan

masyarakat di Daerah Nusa Tenggara Timur kini dan mendatang.

Penyelenggaraan konstruksi baik infrastruktur maupun properti akan

menjadi pembentuk lingkungan terbangun yang diperlukan untuk

mendukung dan menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan

kehidupan sosial, ekonomi, kedaulatan, ketahanan, kebudayaan, dan

keadaban masyarakat. Di sisi lain, penyelenggaraan konstruksi memiliki

resiko tinggi terhadap keselamatan mereka yang terlibat dan masyarakat.

Penyelenggaraan konstruksi juga memiliki kontribusi terhadap perubahan

ekosistem atau sistem lingkungan.

Secara yuridis bahwa Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta beberapa Peraturan

Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan. Namun dari beberapa jenis

peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara lengkap

terkait perlindungan kepada penyelenggara konstruksi dan pengguna
,

produk konstruksi. !



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa

Konstruksi.

PASAL DEUI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Hurufa
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah

bahwa penyelenggaraan konstruksi harus memberikan

nilai tambah bagi masYarakat.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan

keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi

harus mengupayakan keamanan dan keselamatan

pekerja, masyarakat, harta benda, dan lingkungan

sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan,

keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan

konstruksi harus mewujudkan keserasian antara

struktur ruang dan pola -atg, keselarasan dan

keseimbangan antara kehidupan manusia dengan

lingkungannya.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa

penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan

hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka,

berkeadilan, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah

bahwa dalam penyelenggaraan konstmksi harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

kehidupan masyarakat dan budaya Daerah. l-



Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan"

adalah bahwa penyelenggaraaa konstruksi harus

mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam seefisien

mungkin, dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan

untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf g

Yalg dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan"

adalah bahwa dalam penyelenggaraan konstruksi harus

dilakukan berdasarkan kenyataan dan kebenaran serta

perlakuan yang sarna bagi semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa

penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan

pemanfaatan sumber daya lokal dan nasional.

Hurufi
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa

penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan

ketersediaan informasi yang benar dan mudah diakses

oleh semua pihak.

Ayat (2)

Hurufa
Yang dimaksud dengan "ketepatan pelaku" adalah

kesesuaian kompetensi sumber daya manusia pelaksana

kegiatan Konstruksi.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "kesesuaian kebijakan" adalah

kesesuaian pengahrran bagi pelaku, proses, produk

sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terkendali,

efektif dan efrsien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketepatan teknologi" adalah

kesesuaian tindakan yang diperlukan dengan

menggunakan teknologi yang sesuai.

Huruf d

Yang dimalsud dengan "ketepatan manajemen" adalah

kesesuaian pengelolaan sumber daya dalam kegiatan

konstruksi. f.



Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketepatan waktu" adalah

kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi

dengan jadwal yang telah ditentukan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan ukelayakan ekonomi" adalah

manfaat langsung bagr masyarakat bila kegiatan

konstmksi dilaksanakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kesesuaian ruand adalah

kesesuaian lokasi/ tapak pekerjaan konstruksi dengan

peruntukan Rencana Tata Ruang.

Huruf h

Yang dimaksud "jaminan mutu" adalah kesesuaian suatu

proses dan produk konstruksi terhadap persyaratan

mutu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal l0
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukp jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
,

Cukupjelas. I



Pasal 14

Cukupjelas.

Pasa1 15

Cukup jelas.

Pasa1 16

Cukup jelas.
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